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Abstrak

Meningkatnya jumlah kunjungan wisata serta aktivitas
masyarakat pesisir mempengaruhi sebaran sampah laut di
pesisir Pantai Pangandaran sehingga menjadi timbulan sampah
yang mencemari lingkungan pesisir. Hal ini disebabkan
kurangnya kesadaran dalam membuang sampah pada
tempatnya, kurangnya fasilitas kebersihan dan armada
pengangkut sampah oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Tujuan penelitian ini  memberikan evaluasi terkait sebaran
sampah laut dan pengelolaanya di Pantai Timur, Pantai Barat dan
Pantai Madasari. Menggunakan Metode Survey dan analisis data
Driving Force-Pressure-State-Impact-Response. Lokasi penelitian
dilakukan di tiga lokasi yaitu di Pantai Timur, Pantai Barat dan
Pantai Madasari. Hasil dari penelitian ini sebaran sampah laut di
Pantai Timur, Pantai Barat dan Pantai Madasari dikategorikan
tergolong sedang. Hal ini menyebabkan tekanan pada kondisi
wilayah pesisir dimana terdapat timbulan sampah di beberapa
stasiun penelitian. Jenis sampah terbanyak adalah sampah
plastik dengan persentase 45-54% di Pantai Timur, 36-55% Di
Pantai Barat dan 43-51% di Pantai Madasari. Jenis sampah yang
paling sedikit ditemukan adalah karet dengan persentase 2-3%.
Tindakan yang dilakukan oleh Desa Pangandaran dan Dinas
Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten
Pangandaran adalah pengelolaan sampah dengan sistem
kumpul-angkut-buang, dilakukannya kerja bakti bersih-bersih
pantai bersama masyarakat pada hari jumat, dan tersedianya
beberapa tong sampah di setiap jarak 10 meter. Pengelolaan
sampah di Pantai Madasari dikelola oleh pemerintah desa yang
mana kewenangan ini diserahkan kepada Badan Usaha Milik
Desa dengan sistem kumpul-angkut-buang dan dibakar langsung
di tempat pembuangan sementara (TPS).

Kata kunci: DPSIR; pencemaran; pesisir; sebaran sampah; plastik

Abstract

The increasing number of tourist visits and activities of coastal
communities affects the distribution of marine waste on the
Pangandaran coast, resulting in waste generation that pollutes
the coastal environment. This is due to a lack of awareness in
disposing of waste in its proper place, a lack of cleaning facilities
and a waste transport fleet by the Pangandaran district
government. The aim of this research is to provide an evaluation
regarding the distribution of marine waste and its management
on Pantai Timur, Pantai Barat and Pantai Madasari. Using Survey
Method and Driving Force-Pressure-State-Impact-Response data
analysis. The research location was carried out in three locations,
namely on the Pantai Timur, Pantai Barat and Pantai Madasari.
The results of this research are that the distribution of marine
debris on Pantai Timur, Pantai Barat and Pantai Madasari is
categorized as moderate. This causes pressure on coastal areas
where there is waste generation at several research stations. The
most common type of waste is plastic waste with a percentage
of 45-54% on Pantai Timur, 36-55% on Pantai Barat and 43-51%
on Pantai Madasari. The type of waste that is least found is
rubber with a percentage of 2-3%. The actions taken by
Pangandaran Village and the Pangandaran Regency Environment
and Hygiene Service (DLHK) are waste management using a
collect-transport-dispose system, community service to clean
the beach with the community on Fridays, and the availability of
several rubbish bins at every distance of 10 meters. Waste
management on Pantai Madasari is managed by the village
government, where this authority is handed over to Village-
Owned Enterprises using a collect-transport-dispose system and
burned directly at the temporary disposal site (TPS).

Keywords: Coastal; DPSIR; plastic; pollution; waste distribution
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1. Introduction

Pangandaran merupakan salah satu Kabupaten yang
baru terbentuk pada tahun 2012 hasil dari pemekaran
Kabupaten Ciamis yang terletak di selatan Provinsi Jawa Barat
dan menjadi batas Samudera Hindia. Kabupaten Pangandaran
memiliki banyak destinasi wisata, mulai dari cagar alam, wisata
sungai, dan wisata pantai. Wisata pantai ini menjadi salah satu
kawasan wisata strategis nasional seperti yang tertuang dalam
PP No. 50 Tahun 2011 mengenai Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional/Ripparnas (Sumaryana 2018). Yang
meliputi Pantai Timur Pangandaran, Pantai Barat Pangandaran
dan Pantai Madasari. Kawasan Pantai Timur Pangandaran,
Pantai Barat Pangandaran dan Pantai Madasari merupakan
kawasan yang memiliki banyak sekali daya tarik wisata yang
ditawarkan, seperti snorkling, surfing, diving, jet ski, banana
boat, kapal pesiar, aquarium indonesia, cagar alam, hingga
berbagai macam kuliner lokal yang terdapat di pesisir Pantai
Timur Pangandaran dan Pantai Barat Pangandaran, serta di
Pantai Madasari yaitu spot foto pantai, berkemah, dan kuliner
lokal. Hal ini menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun
mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata pantai
tersebut. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan dan aktivitas
yang dilakukan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya volume
sampabh pesisir yang mencemari laut (Ermawati et.al., 2019) dan
memberikan dampak lingkungan yang muncul diantaranya
berupa pencemaran lingkungan wilayah pesisir Pangandaran
(DLHK, 2020).

Salah satu penyumbang zat pencemar yaitu sampah
laut. Sampah laut adalah benda padat persisten yang dengan
sengaja atau tidak sengaja dibuang oleh manusia ke lingkungan
laut (NOAA, 2016). Sampah laut yang sering ditemukan di
wilayah pesisir Pangandaran adalah makroplastik atau macro-
debris yaitu sampah yang berukuran panjangnya berkisar lebih
besar dari 2,5 cm dan kurang dari 1 m. Sampah laut dapat
diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yang sumbernya berasal
dari daratan, lautan, dan “umum?”, yang meliputi daratan dan
laut seperti yang dijelaskan oleh Ribic et al. (2012). Menurut
Ryan et. al., 2009, Caron et.al., 2018; Barboza et. al., 2019
sampah laut dapat berpotensi menjerat binatang laut yang
dapat mengakibatkan luka, kesulitan berenang bahkan
kematian. Sampah laut ini juga mengakibatkan dampak yang
sangat buruk dari aktivitas rumah tangga, nelayan, wisatawan,
pedagang, industri, dan transportasi sehingga menyebabkan
rusaknya keseimbangan laut yang dapat berdampak pada
kelestarian alam dan terjadi dampak global untuk selanjutnya
(Ningsih, R. W. 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
pengurangan dan penanganan sampah menyebabkan bahwa
pengurangan sampabh ini dilakukan dengan proses 3R (Reduce,
Reuse dan Recycle) sedangkan untuk penanganan sampah
merupakan hal teknis dalam mengolah sampah mulai dari
pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan sampai pada
pemrosesan akhir. Menurut Amallia Ashuri dan Kustiasih,
(2020) Kabupaten Pangandaran masih harus mengembangkan
sistem pengelolaan sampah terutama yang mendukung
aktivitas wisata, kini sampah tersebut masih dikelola dengan
sistem konvensional, yaitu kumpul-angkut-buang, sementara
proses 3R masih dilakukan secara tidak menentu oleh kelompok
masyarakat Pangandaran. Dalam hal ini kegiatan pengelolaan
sampah laut sangat perlu di terapkan untuk para masyarakat
pesisir, para wisatawan yang berkunjung dan pemangku
kepentingan terkait. Sehingga sangat diperlukan pengelolaan
sampah laut secara tepat di daerah pesisir yang dapat
mereduksi timbulan sampah yang dihasilkan oleh aktivitas

sehari-hari terlebih pada saat banyak wisatawan yang
berkunjung.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan
penelitian ini yang bertujuan untuk menetapkan sebaran
sampah laut dan merekomendasikan kembali kebijakan serta
mengevaluasi pengelolaan sampah laut di kawasan Pantai
Timur Pangandaran, Pantai Barat Pangandaran dan Pantai
Madasari yang digunakan sebagai data dasar dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat, wisatawan maupun
pemangku kepentingan untuk lebih bijak dalam penanganan
sampah secara berkelanjutan guna memperoleh kebersihan,
kenyamanan serta keamanan bagi suatu ekosistem yang ada di
kawasan pesisir.

2. Materials and Methods
2.1. Waktu dan tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September
sampai bulan Oktober 2023 di Kawasan Pesisir Kabupaten
Pangandaran. Lokasi dalam penelitian ini berada di 3 lokasi yaitu
stasiun 1 Pantai Timur Pangandaran pada koordinat: 7° 42
4.8198” LS, 108° 39’ 30.0168” BT, stasiun 2 Pantai Barat
Pangandaran pada koordinat 7° 41’ 5.0308” LS, 108° 39’
12.8844” BT, dan stasiun 3 Pantai Madasari pada koordinat 7°
47’ 29.076” LS, 108° 29 47.2158” BT disajikan pada Gambar 1.

108°300°E 1W0EZ0E 1063 WTE 108°360°E 108°400°E
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Gambar 1. Lokasi penelitian.

2.2.  Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode survey lansung di lapangan. Data yang digunakan
merupakan data gabungan kualitatif-kuantitatif (mixed
methods). Penelitian ini meliputi metode survey atau
pengambilan data secara langsung ke lapangan dilakukan
melalui  pengambilan data sebaran sampah dengan
menggunakan transek kuadrat berukuran 1x1 meter,
wawancara dengan masyarakat umum, wisatawan dan
stakeholder/pemerintah setempat. Penentuan lokasi stasiun,
pengambilan data sampah dan data wawancara menggunakan
metode purposive sampling (Wang et al., 2017).

2.3.  Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data primer. Untuk mengukur sebaran sampah yang terdapat di
lokasi penelitian dilakukan melalui wawancara terhadap
wisatawan 25 orang, masyarakat yang berjumlah 25 orang,
pemerintah Desa Pangandaran berjumlah 2 orang yang
mewakili Pantai Timur dan Pantai Barat, pemerintah Desa
Masawah yang mewakili Pantai Madasari berjumlah 2 orang,
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten
Pangandaran 1 orang, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
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Kabupaten Pangandaran 1 orang yang selanjutnya dianalisis
dengan metode DPSIR (Driving force-Pressure-State-Impact-
Response).

2.4. Data sebaran sampah

Data sebaran sampah didapatkan dengan menggunakan
metode transek kuadrat berukuran 1x1 meter dengan garis
tegak lurus dari titik pasang surut air laut tertinggi sepanjang 50
meter dengan jarak antar transek adalah 5 meter.

2.5. Analisis data
2.5.1. Analisis sebaran sampah

Tabel 1
Jenis sampah laut menurut NOAA (2015).

Setelah data sampah laut dikumpulkan, dilanjutkan
dengan pengelompokkan marine debris berdasarkan jenis yang
dihitung pada tiap-tiap stasiun dan waktu pengambilan sampel
dengan rumus kepadatan relatif sampah padat mengacu pada
Ceo dan Rogers (1997):

Kepadatan relatif jumlah potongan sampah =

Jumlah potongan per item sampah dalam tiap kategori X 100
Jumlah total potongan sampah semua kategori

Sampah pantai yang telah dikumpulkan kemudian dipilah jenis
sampahnya berdasarkan NOAA (2015) yaitu:

No Jenis Makrodebris

Plastik/Busa Plastik
Logam/Metal

Kaca

Karet

Kayu/Kertas
Pakaian/Fiber dan lainnya

U hs WN

2.5.2. Analisis DPSIR

Data hasil wawancara yang telah diperoleh dianalisis
secara deskriptif sebagai bahan pembuatan konstruksi DPSIR
(Wulandari et al., 2020). Analisis terhadap faktor
pendorong/pemicu dan tekanan yang muncul, kondisi eksisting
yang terjadi berikut dampaknya serta respons yang dilakukan
kemudian dikenal sebagai pendekatan DPSIR (Drivers—
Pressures—State—Impact—Responses). Analisis data,
dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi dengan
metode DPSIR dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan
pengelolaan/pengendalian isu lingkungan hidup yang terjadi
atau sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan
lingkungan dan diperkuat dengan kuesioner dan wawancara
untuk verifikasi dan klarifikasi terhadap wisatawan, masyarakat
dan stakeholder/pemangku kepentingan.

3. Result and Discussion
3.1 Gambaran umum Kabupaten Pangandaran

Kabupaten Pangandaran adalah Kabupaten termuda di
Jawa Barat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi
Jawa Barat yang kemudian disahkan oleh Presiden oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Republik Indonesia pada
tanggal 16 November 2012. Berdasarkan Badan Pusat Statistik
(BPS) Kabupaten Ciamis (2021), luas wilayah Kabupaten
Pangandaran adalah 1.011,04 km. Wilayah Kabupaten
Pangandaran terdiri dari 10 Kecamatan dan 93 Desa, yaitu
Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak,
Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan
Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang,
Kecamatan Pangandaran, dan Kecamatan Sidamulih.
Kabupaten Pangandaran memiliki beberapa wisata pantai
diantaranya: Pantai Timur Pangandaran, Pantai Barat
Pangandaran, Pantai Karapyak, Pantai Karangnini, Pantai
Lembah Putri, Pantai Karang Tirta, Pantai Batu Hiu, Pantai Batu
Karas, Pantai Palatar Agung, Pantai Pasir Putih, dan Pantai
Muaragatah. Terdapat pula Pantai yang berpasir putih di ke dua
sisi (Barat dan Timur) dari Tanjung Pananjung, dimana
hamparan pasir putih yang terletak di sisi Barat sepanjang 532
m, sedangkan disisi Timur sepanjang 395 m (Disparbud, 2010).

3.2. Sebaran sampah pesisir Pantai Timur

Sampah bawaan laut lebih banyak timbul di Pantai
Timur karena Pantai Timur merupakan muara dari beberapa
sungai yang termasuk ke dalam DAS Citanduy-Cimanuk, seperti
Sungai Cikidang, Sungai Putrapinggan, Sungai Majingklak, dan
Sungai Citanduy. Akibatnya pada saat musim hujan yang
bertepatan dengan musim angin timur yang terjadi pada bulan
Juni hingga Agustus, sampah dari hulu sungai sebagian besar
terbawa ke Pantai Timur. Pada beberapa titik sampah dari
sungai bercampur dengan sampah nelayan sehingga sampah di
Pantai Timur menjadi semakin banyak. Menurut (Darwati, 2019)
Sampah laut yang ada di Pantai Timur karena adanya kegiatan
seperti penginapan/hotel, warung makan, serta armada laut.
Pada hasil survey di lokasi Pantai Timur ini sebaran sampah di
sebabkan beberapa faktor diantaranya: sampah bawaan laut,
sampah buangan pengunjung, timbulan sampah terjadi tidak
adanya tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan
minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga serta merawat
fasilitas kebersihan seperti tong sampah di pesisir pantai. Hal ini
bisa dibuktikan pada Gambar 2.

Gam ar-.Z. (a)Tog am'pah ida D‘irraw;\t'dan (b) Timbulan amph Akibat Tidak
Ada TPS

Hasil survey sebaran sampah di pesisir Pantai Timur ini
di sebabkan oleh aktivitas manusia yaitu kunjungan wisatawan
yang di dominasi oleh sampah plastik mencapai 41% pada hari
biasa dan 54% pada harilibur. Di urutan kedua ada sebaran kayu
yang ditemukan sebanyak 29% pada hari biasa dan 23% pada
hari libur. Hal ini karena aktivitas di Pantai Timur Sebagian besar
adalah Nelayan dan Atraksi Wisata Laut. Disajikan pada Gambar
3.
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Pantai Timur Weekday

u Kayu ®Karet = Kertas = Logam = Kaca = Kain - BusaPlastik m Plastk = Lainnya

Pantai Timur Weekend

= Kayu = Karet = Kertas = Logam = Kaca = Kain - BusaPlastik = Plagtik = Lainnya

Gambar 3. Persentase sebaran jenis sampah Pantai Timur.

3.3.  Sebaran sampah pesisir Pantai Barat

Sebaran sampah di Pantai Barat ini cukup terlihat jelas
berada di pesisir pantai hingga ke bibir pantai. Hal ini
disebabkan sampah yang tidak dibuang pada tempatnya oleh
wisatawan tergeletak di suatu tempat dan tertiup angin hingga
ke bibir pantai. Sebaran sampah tersebut di dominasi sampah
plastik dari minuman maupun bungkus makanan dan beberapa
putung rokok. Adanya sebaran sampah tersebut disadari oleh
beberapa kelompok wisatawan dan para pedagang yang ada
dikawasan Pantai Barat. Banyaknya kunjungan wisatawan di
Pantai Barat membuat timbulan sampah ikut melonjak dan
timbulan sampah tersebut di dominasi oleh sampah plastik.
Menurut (Jang et al., 2014; Krelling et al., 2017) sebaran sampah
plastik juga berdampak buruknya terhadap pariwisata selain
berdampak pada lingkungan. Sebaran sampah yang terlihat di
pesisir Pantai Barat sangat mengganggu pandangan mata serta
kenyamanan pada wisatawan yang berkunjung. Terlihat pada
Gambar 4.

Gambar 4. Buangan sampah makanan oleh wisatawan.

Dengan tong sampah yang sudah tersedia namun
wisatawan tetap meninggalkan sampah makanannya di sekitar
pantai. Demikian ini kurangnya kesadaran oleh wisatawan
tentang kurangnya pengetahuan dalam pencemaran sampah
plastik.

Pantai Barat Weekday

wKayu s Karet wKertas wlogam uKacz s Kain - BusaPlasik m Plasik m Lainnya

Pantai Barat Weekend

uKayu = Karet =Kertas «logam s Kacs s Kain - BusaPlazik m Plazik m Lainnya

Gambar 5. Persentase sebaran jenis sampah Pantai Barat.

Gambar 5, sebaran sampah ini di dominasikan oleh
sampah plastik dengan jumlah 36% pada hari biasa dan 55%
pada hari libur dan 24% jumlah busa plastik pada hari biasa.
Sebaran plastik ini didapat berupa botol minum plastik, bungkus
makanan, sedotan, styrofoam, bungkus mainan anak, tali
tambang nelayan, dan tutup botol.

3.4. Sebaran sampah pesisir Pantai Madasari

Sebaran sampah laut di pesisir Pantai Madasari tidak
sebanyak yang ada di Pantai Timur dan Pantai Barat, hal ini
dikarenakan Pantai Madasari belum terlalu melonjak tinggi
untuk kunjungan wisatawannya dan fasilitas kebersihan yang
cukup memadai sehingga tidak ada timbulan sampah di
kawasan pesisir. Pantai Madasari dinilai masih tergolong pantai
yang alami sehingga kondisi pantai tenang dan bersih, dengan
sedikit bangunan. Kondisi ini terjadi karena posisi pantai yang
jauh dari pemukiman warga (Taofiqurohman et al., 2023).
Namun sebaran sampah yang disebabkan oleh arus pantai atau
bawaan dari laut ini masih terlihat jelas di beberapa titik.

Saat hari libur sebaran sampah terjadi di pesisir pantai,
hal ini akibat kurangnya kesadaran wisatawan yang sedang
berkunjung dan di tunjukkan pada Gambar 6. Hal tersebut
diakui sendiri oleh tiap pengunjung dan mereka menyadari
bahwa sampah yang mereka buang sembarangan akan
berdampak buruk bagi kebersihan, kenyamanan maupun
ekosistem yang ada di pesisir pantai. Perilaku meninggalkan
sampah saat liburan ini membuat wisata lainnya pun merasa
terganggu dengan keberadaan sebaran sampah tersebut.

Gambar 6. Sampah akibat dari aktivitas wisatawan.
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Sebaran sampah yang terjadi akibat dari berkemah di
sekitar pesisir pantai. Sedangkan fasilitas tong sampah yang
berada di sepanjang pesisir Pantai Madasari terbilang sangat
cukup memadai yang berjumlah sebanyak 30 tong sampah.
Namun hal ini tidak berlaku pada wisatawan yang tidak
menyadari membuanag sampah dapat mencemari lingkungan.
Dari hasil survey lapangan didapatkan jumlah dan jenis sebaran
sampah di pesisir Pantai Madasari, pada Gambar 7.

Pantai Madasari Weekday

wKayu wKaret mKertas s logam = Kaca s Kain - BusaPlastik w Plagtik m Lainnya

Pantai Madasari Weekend

1%

s Kayu wKaret mKertas = Logam w Kaca m Kain - BusaPlagik m Plagik m Lainnya
Gambar 7. Persentase sebaran jenis sampah di Pantai Barat.

Terdapat sebaran sampah plastik sebanyak 44% pada
hari biasa dan 51% pada hari libur. Hal ini disebabkan oleh
aktivitas wisatawan yang berkunjung di Pantai Madasari dan
didominasikan oleh sebaran sampah plastik dan busa plastik.

3.5. Kebijakan dan pengelolaan sampah laut Kabupaten

Pangandaran

Kabupaten Pangandaran dikategorikan sebagai kota
sedang karena memiliki jumlah penduduk pada tahun 2015
sebanyak 363.684 jiwa. Menurut  SNI-19-3983-1995
menyatakan bahwa kota sedang memiliki jumlah penduduk
100.000- 500.000 jiwa, sedangkan kota kecil memiliki jumlah
penduduk. sehingga dalam kegiatan perencanaan pengelolaan
sampah di Kabupaten Pangandaran wajib menyusun dokumen
PTMP (Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan).
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik
Indonesia No. 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga menyatakan bahwa kota sedang dan kecil diharuskan
untuk menyusun Perencanaan PTMP. PTMP merupakan
rencana pengelolaan sampah yang meliputi aspek teknis dan
non teknis. Aspek teknis meliputi pewadahan, pengumpulan,
pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pemrosesan
akhir, sedangkan aspek non teknis meliputi aspek peraturan,
kelembagaan, biaya dan peran serta masyarakat.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2016
Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran.
DLHK memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk membantu
bupati dalam mengoptimalkan kegiatan-kegiatan
pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan
dibidang lingkungan hidup dan kebersihan. Demikian maka
diharapkan mampu melaksanakan kewenangan yang
dilimpahkannya dengan baik dalam hal meningkatkan
pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah dengan baik

kepada masyarakat. Pada Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten
Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan
Sampah menyatakan bahwa: Sistem pengelolaan sampah
dilakukan melalui : a. pemilahan; b. pengumpulan; c.
pengangkutan; d. pengolahan; dan e. pemrosesan akhir
sampah. pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan belum terlaksana dengan baik mengingat kurangnya
melakukan pengolahan sampah untuk mengubah karakteristik,
komposisi, dan jumlah sampah dan belum dapat melakukan
pemanfaatan terhadap sampah yang ada di TPA dan belum
dilakukannya pengelolaan sampah berbahaya dan beracun (B3)
yang dilakukan secara khusus. Menurut (Ashuri dan Kustiasih,
2020) Sampah-sampah domestik, baik dari bahan organik
maupun anorganik dibuang begitu saja dalam satu bak/wadah
dan tercampur satu sama lain dalam berbagai komposisi, dan
kemudian melalui berbagai cara transportasi, sampah
berpindah tempat mulai dari tempat sampah di rumah, TPS
(Tempat Pembuangan Sementara) sampai ke TPA (Tempat
Pemrosesan Akhir).

3.6. Pengelolaan sampah laut di kawasan Pantai Timur

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kinerja
pengelolaan sampah di Pantai Timur ini belum optimal. Tidak
adanya fasilitas TPS (Tempat Pembuangan Sementara) berupa
kontainer atau bak sampah hijau seperti yang ada pada Panta
Barat. Hal tersebut membuat timbulan sampah di beberapa titik
lokasi Pantai Timur. Kurangnya rasa tanggung jawab yang
dimiliki oleh masyarakat sekitar maupun stakeholder terkait
dalam pemakaian fasilitas tong sampah yang sudah disediakan
oleh DLHK di setiap pesisir. Pada akhirnya tong sampah tersebut
banyak yang rusak dan hilang. Masyarakat pesisir Pantai Timur
selalu mengadakan bersih-bersih pantai bersama para instansi
maupun pemerintah setempat dalam waktu tertentu saja
seperti di malam jumat kliwon, dimana pada malam jumat
kliwon ini para nelayan libur berlayar. Karena Pantai Timur tidak
terlalu ramai seperti di Pantai Barat, maka jarang sekali
diadakan bersih-bersih pantai oleh pemangku kepentingan
maupun nelayan. Dalam hal ini Pantai Timur masih
keterbatasan penanganan sampah pada semua sistem
pengelolaan sampah, dan masih sedikit masyarakat maupun
pihak swasta atau pemangku kepentingan yang melakukan
upaya 3R (Reuse, Reduce, Recycle) untuk pengelolaan sampah.

Menurut Kepala Desa Pangandaran di Pantai Timur
untuk pengelolaan sampahnya dilakukan perorangan dan rutin
seminggu 2 kali pengangkutan (senin dan kamis) pakai viar
(motor roda tiga) dan ketika hari libur bisa berlangsung 3 kali
seminggu. Masyarakat Pantai Timur enggan membayar uang
sampah kepada pemerintah daerah dikarenakan untuk
pengangkutan sampahnya tidak rutin setiap hari melainkan
hanya seminggu 1 kali, hal ini disebabkan keterbatasan armada
pengangkut.

3.7. Pengelolaan sampah laut di kawasan Pantai Barat
Pengelolaan sampah di Pantai Barat ini masih harus di
terapkan dengan maksimal sebagaimana dalam Peraturan
Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016
Pasal 10 tentang Sistem Pengelolaan Sampah yang meliputi:
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan,
Penjualan dan Pemrosesan akhir sampah. Dalam pasal tersebut
diketahui bahwa di daerah Pantai Barat ini masih belum ada
pengolahan dan penjualan dalam pengelolaan sampah. Karena
masih belum menerapkan pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
pembuangan sampah tersebut masih menerapkan sistem
angkut buang ke TPA. Dalam hal ini menurut (Wahdatunnisa,
2019) proses 3R dianggap yang paling sesuai dalam mengurangi
sampah di kota maupun wilayah karena mampu mengurangi
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timbulan sampah sebesar 15-20 % dan produsen sampah utama
adalah masyarakat, sehingga mereka harus bertanggung jawab
terhadap sampah yang mereka produksi.

Hasil survey penilitian ini di Pantai Barat terlihat cukup
banyak tempat pembuangan sampah (tong sampah) disetiap
pesisir pantai, Namun masih banyak terlihat masyarakat
maupun pengunjung yang meninggalkan sampahnya di lokasi
wisata tersebut. Hal tersebut bisa terjadi karena tidak adanya
rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kebersihan
pantai yang dikunjungi. Menurut (Nurhayati, 2013)
pengurangan sampah diwujudkan dengan keterlibatan aktif
masyarakat maupun pihak pengelola sampah. Diketahui dalam
pengelolaan sampah Pantai Barat dilakukan kebersihan sampah
pesisir oleh petugas dari DLHK tiap 3 kali seminggu yaitu senin,
rabu dan jumat. Sampah yang berhasil dikumpulkan langsung
dibuang ke TPA tanpa di pilah terlebih dahulu menggunakan
truk pengangkut sampah. Sampah bawaan laut dari Pantai Barat
biasanya dibersihkan pada setiap hari Jum’at dalam program
Jum’at bersih yang melibatkan masyarakat, pedagang, swasta,
dan dinas-dinas di Kecamatan Pangandaran.

3.8. Pengelolaan sampah laut di kawasan Pantai Madasari

Pengelolaan sampah di Pantai Madasari ini masih sama
dengan Pantai Timur dan Pantai Barat Pangandaran yang masih
menerapkan sistem angkut buang. Pantai madasari ini di kelola
oleh BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) berbeda dengan Pantai
Timur dan Pantai Barat yang di kelola oleh DLHK. Dalam
pengelolaan sampah di Pantai Madasari dilakukan oleh tim
kebersihan dari Desa Masawah sebanyak 3 orang dan
pengangkutan sampah tersebut menggunakan motor roda tiga
atau Viar. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari pada
pukul 07.00 WIB oleh petugas kebersihan dan sampah
dikumpulkan, diangkut tanpa di pilah lalu dibuang ke TPS
langsung dibakar. Namun Pembakaran sampah juga dapat
menghasilkan gas rumah kaca, seperti N,O, CO,, NHs, dan
karbon organik (Johnke, 2000). Di lokasi Pantai Madasari
maupun di desa masawah belum ada pemilahan atau
pemanfaatan sampah organik maupun anorganik oleh
masyarakat setempat, hanya saja didapatkan ada pemulung
yang mengambil sampah botol plastik dari tong sampah yang
tersedia, seperti pada Gambar 8.

Gambar 8. Pemulung mengambil sampah botol plastik di lokasi Pantai Madasari.

DLHK tidak memiliki wewenang dalam pengelolaan
sampah di Pantai Madasari, sehingga pengelolaan sampah
dikawasan pesisir Madasari dikelola oleh pemerintah desa yang
mana diserahkan langsung kepada Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES). Pemerintah desa pada saat ini sedang mencari
investor untuk melakukan pengolahan sampah di Desa
Masawah. Hal ini sebagai Upaya untuk menanggulangi resiko
penumpukan sampah yang disebabkan oleh jarak yang
terlampau jauh dari tempat pembuangan akhir purbahayu yang
disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

3.9.  Analisis DPSIR pengelolaan sampah di lokasi penelitian

DPSIR (driving force, pressure, state, impact, response)
ini adalah metode untuk melakukan analisis sistem untuk
mengidentifikasi masalah lingkungan dan persepsi masyarakat
terhadap masalah tersebut (OECD, 1993). Kemudian konsep ini
dikembangkan oleh Badan Lingkungan Eropa (European
Environmental Agency/EEA) pada tahun 1999. DPSIR dapat
diterapkan guna menganalisis hubungan sebab akibat dan/atau
interaksi komponen lingkungan fisik kimia, biologi, sosial,
ekonomi, budaya dan kesehatan yang kompleks. Driving force
adalah kekuatan pendorong yang menyebabkan tekanan
(pressure) terhadap kondisi lingkungan hidup (state), Dinamika
kondisi lingkungan hidup akan menyebabkan dampak atau
(impact). Response berupa upaya pengelolaan dan
perlindungan lingkungan akan mempengaruhi kondisi faktor -
faktor pendorong, tekanan, kondisi lingkungan dan dampak.
Dalam penilitian ini menggunakan DPSIR guna mengevaluasi
penyebab dari sebaran sampah di sekitar kawasan pesisir
Kabupaten Pangandaran: Pantai Timur Pangandaran, Pantai
Barat Pangandaran dan Pantai Madasari serta pengelolaannya.

1

DRIVING

FORCE
(FAKTOR ALAM
& AKTIVITAS

MANUSIA MANUSIA)
RESPONSE
(KEBIJAKAN/ PRESSURE

5 SISTEM 2
PENGELOLAAN DI PESISIR)
SAMPAH)
STATE

IMPACT AaANA
(KESRIMEAN QAN PRASARANA &
LINGKUNGAN & s

TIMBULAN SAMPAH) oA
4 3

Gambar 9. Analisis DPSIR

a. Driving force

Driving Force adalah suatu kondisi yang menyebabkan
terjadinya perubahan (Giupponi, 2002). Hal ini bisa disebabkan
oleh pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap
tahunnya mengakibatkan konsekuensi terhadap meningkatnya
jumlah serta macam limbah yang dihasilkan (World Bank, 2017),
dan faktor alam yang terjadi seperti pasang surut air laut yang
tidak bisa di hindari. Kemudian peningkatan kegiatan pariwisata
di Kabupaten Pangandaran yang tidak dibarengi dengan
penambahan tempat pembuangan sampah sehingga
menyebabkan penumpukan sampah di Kawasan wisata
(Nuryaman, 2019). Namun minimnya pengetahuan baik dari
Masyarakat, Wisatawan maupun Pemerintah mengakibatkan
pengelolaan sampah menjadi tidak tepat (Permana et al., 2022).
Sehingga menjadi suatu permasalahan di Pantai timur
Pangandaran, Pantai Barat Pangandaran dan Pantai Madasari
mengenai sebaran sampah yang terjadi di pesisir.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Pangandaran dari hasil wawancara “penyebab
utama dari kehadiran sampah di pesisir pangandaran adalah
pasang surut air laut dan kunjungan wisata”. Hal ini sejalan
dengan penuturan dari Kepala Desa Pangandaran dan Kepala
Desa Masawah yang dimana menyebutkan bahwa kehadiran
sampah yang ada di Pantai Timur, Pantai Barat dan Pantai
Madasari diakibatkan oleh pasang surut air laut dan aktivitas
pengunjung wisatawan yang masih belum sadar akan
pentingnya menjaga kebersihan di lokasi wisata.

72



Acta Aquatica: Aquatic Sciences Journal, 11:1 (April, 2024): 67-77

b. Pressure (Tekanan)

Pressure adalah segala aktivitas manusia dan faktor
alam yang memberikan tekanan ataupun mempercepat
terjadinya perubahan terhadap kondisi awal lingkungan
(Giupponi, 2002) dan berpengaruh terhadap ketersediaan
pembuangan sampah. Dalam hal ini tekanan yang didapat
utamanya diakibatkan oleh pasang surut air laut yang pada
beberapa waktu membawa sampah yang terapung dari laut ke
pesisir pantai. Selain itu aktivitas dari nelayan yang berlangsung
setiap hari serta kunjungan wisata terlebih pada saat tertentu
menambah beban dari pembuangan sampah di pesisir pantai,
sehingga membuat sampah semakin menumpuk dan tidak
dapat tertampung dengan baik. Adapun contoh dari pressure
yang dapat dilihat pada Gambar 10.

= 3 -
22
Gambar 10. Penampakan tumpukkan sampah hasil dari aktivitas wisatawan (a),
jaring nelayan (b), dan pasang surut air laut (c)

Perilaku buruk dari pengunjung yang membuang
sampah tidak pada tempatnya menyebabkan sampah seringkali
berada diluar tempat sampah. Kebiasaan ini bahkan merupakan
kontributor utama pada penumpukan sampah di pesisir
(Kusumawati & Setyowati, 2018). Penumpukan sampah di
Pantai Timur, Pantai Barat dan Pantai Madasari ini di dominasi
oleh sampah plastik. Dengan mengkonsumsi barang berupa
plastik yang susah terurai juga dapat membuat volume sampah
menjadi terus meningkat (Salim et al, 2020). Dari aktivitas
manusia yang kurang bertanggung jawab dalam membuang
sampah mengakibatkan sampah berserakan dan mencemari
lingkungan.

C. State (Situasi/Kondisi)

State merupakan konsekuensi dari pressure yang
mendorong manusia untuk melakukan kegiatan yang
berdampak pada berubahnya kualitas lingkungan untuk
memenuhi kebutuhan (Giupponi, 2002). Kurangnya armada dan
petugas kebersihan di Pantai Timur Pangandaran, Pantai Barat
Pangandaran dan Pantai Madasari membuat tersendatnya
proses pengelolaan sampah di pesisir. Sehingga membiarkan
sampah berhari-hari menumpuk. Jarak TPA yang cukup jauh
juga sangat berpengaruh terhadap sistem pembuangan
sampabh. Serta kurang bijaknya dalam pemakaian tong sampah
di sekitar pantai sehingga membuat tong sampah terbengkalai
atau tidak dipakai semestinya. Hal tersebut ditemukan di lokasi
penelitian pesisir pantai Timur Pangandaran pada Gambar 11.

Gambar 11. (a) Tempat sampah yang terbengkalai dan (b) Sampah hasil jaring
nelayan.

Perlunya perhatian khusus dari pemerintah desa untuk
ketersediaan fasilitas kebersihan yang lebih banyak dan efisien.
Tidak adanya kontainer di sekitar Pantai Timur membuat
penumpukan sampah di pesisir terlihat sangat jelas. Sampah
hasil jaring nelayan pun dibuang sembaran oleh nelayan.

d. Impact (Dampak)

Impact merupakan dampak yang timbul dengan adanya
isu dan penanggulangan isu (Giupponi, 2002). Dampak yang
terjadi di Pantai Timur dan Pantai Barat disebabkan oleh
timbulan sampah yang tidak terangkut oleh petugas kebersihan
dan kurangnya fasilitas tong sampah yang tersedia. Sehingga
terjadi timbulan dibeberapa titik lokasi Pantai Timur dan Pantai
Barat. Masalah pencemaran lingkungan akibat minimnya
pengelolaan sampah merupakan masalah yang pada beberapa
wilayah belum teratasi dan menjadi beban serta permasalahan
serius di hampir seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota (Krisnani
et.al, 2017).

Gambar 12. (a) Timbulan sampah hasil jaring oleh nelayan, (b) Penumpukkan
sampah akibat kurangnya fasilitas tong sampah, dan (c) Timbulan
sampah yang menjadi makanan hewan cagar alam sekitar Pantai
Timur dan Pantai Barat.

Pembuangan sampah yang terus menerus dan terjadi
penumpukkan seperti pada gambar diatas, sangat
dikhawatirkan sekali dalam Kesehatan ekosistem yang di sekitar
pantai dan dapat berpotensi menjerat binatang laut yang dapat
mengakibatkan luka (Caron et al., 2018; Barboza et al., 2019).
Hal tersebut perlu perhatian lebih dari pemerintah desa
maupun stakeholder lainnya. Kajian ini menunjukkan bahwa
manusia memberikan kontribusi yang besar terhadap timbulan
sampah di pantai (Jayasiri et al., 2013). Menurut (Gregorius,
2009; Portman & Brennan, 2017) Sampah membawa segudang
konsekuensi negatif bagi kesehatan lingkungan dan masyarakat
dan menimbulkan ancaman besar bagi kehidupan laut,
keanekaragaman hayati, dan semua ekosistem (Sheavly &
Daftar, 2007; Galloway et al., 2017) serta berbagai macam
penyakit yang bersumber dari lalat dan tikus. Timbulan sampah
menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat sejalan
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dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan kegiatan
pembangunan, dan perubahan pola konsumsi (Maryana et. al.,
2022). Dampak langsung dari sampah plastik yang mencemari
laut adalah banyak nya kasus dimana banyak ekosistem laut
yang mati akibat menelan sampah. Sampah plastik yang tidak
sengaja dimakan oleh organisme laut tentunya sangat
berbahaya karena jika organ tubuh suatu organisme laut
tercemar sampah plastik, maka akan mengakibatkan
penyumbatan, komplikasi, Hingga kematian organisme-
organisme dilautan (Najmi et.al., 2022).

e. Response (respon)

Response merupakan usaha yang dilakukan oleh
masyarakat lokal maupun pemerintah dalam menyelesaikan
permasalahan seperti yang dideskripsikan dalam keempat
komponen lain (Giupponi, 2002). Tindakan masyarakat atau
pembuat keputusan adalah hasil dari efek yang tidak diinginkan
dan dapat mempengaruhi semua bagian dari rantai hubungan
sebab akibat, dari pemicu hingga efek lingkungan (Abidin,
2019). Sebagian besar respon dalam penelitian ini adalah :

1)  Meningkatkan jumlah sumber daya manusia atau petugas
kebersihan maupun penjaga pantai untuk mengelola
sebaran sampah di pesisir pantai;

2)  Memaksimalkan pemanfaatan fasilitas kebersihan yang
sudah ada agar sampah tidak menumpuk;

3)  Memanfaatkan segala bentuk kekurangan sampah
menjadi sesuatu yang bernilai
4)  Kembali menggalakan Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan
Recycle melalui Bank Sampah untuk memanfaatkan
sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Hal ini
dikarenakan masih banyaknya sampah alat penangkapan
ikan yang berpotensi untuk dipergunakan kembali melalui

Tabel 2

Analisis DPSIR pengelolaan sampah Pantai Timur, Pantai Barat dan Pantai Madasari.

5)

6)

7)

bisa

Reduce, Reuse, dan Recycle (Hanggono, 2020) dan
sampah plastik yang masih bisa dimanfaatkan kembali
serta memberikan fungsi baru dan nilai jual yang cukup
tinggi
Pentingnya peran pengelola di setiap pantai wisata
(Mestanza et al., 2019), baik dalam kegiatan bersih pantai,
interaksinya dengan wisatawan agar tidak membuang
sampah sembarangan, dan kerjasama dengan instansi lain
seperti dinas yang berhubungan dengan kebersihan
sangat penting dalam mereduksi sampah di pantai.
Diperlukan peraturan dan sanksi yang tegas dari
pemerintah sebagai regulator agar sampah dapat dikelola
dengan baik (Jati, 2013). Diungkapkan oleh Kepala Desa
dan Sekertaris Desa Pangandaran “berharap pemerintah
mengeluarkan undang-undang baru terkait sanksi untuk
pembuangan sampah sembarangan dan memberikan
reward atau royalti terhadap seseorang yang menjadi
saksi pembuangan sampah sembarangan tersebut”.
Pemerintah desa masawah pada saat ini sedang mencari
investor untuk melakukan pengolahan sampah di desa
masawah. Hal ini sebagai upaya untuk menanggulangi
resiko penumpukan sampah yang disebabkan oleh jarak
yang terlampau jauh dari tempat pembuangan akhir
purbahayu yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten
Pangandaran.

Hal ini diharapkan masyarakat dan pengunjung pantai
lebih disiplin dan tanggung jawab dalam menjaga

lingkungan daerah wisata pantai dari sampah dan pantai
Pangandaran pun akan terlihat lebih bersih serta nyaman untuk
jangka panjang. Namun hingga saat ini Pemerintah Kabupaten
Pangandaran dalam hal mengelola sampah masih dengan cara
sederhana yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang
ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Nama Pantai Timur

Pantai Barat

Pantai Madasari

Driving Force
sampai di Mancanegara

-Pangandaran menjadi destinasi wisata yang sudah terkenal di wilayah Provinsi Jawa Barat bahkan sudah

-Faktor pemicunya adalah Sebaran sampah yang disebabkan oleh pasang surut air laut dan/atau kegiatan

manusia disekitar pesisir pantai

-Tingginya wisatawan yang berkunjung di Pantai Timur, Pantai Barat, dan Pantai Madasari

Pressure -Tekanan sebaran sampah yang diakibatkan fenomena pasang surut air  -Tekanan sebaran sampah yang
laut pada musim tertentu diakibatkan fenomena pasang
-kesadaran akan membuang sampah yang masih kurang oleh masyarakat surut air laut pada musim
maupun wisatawan tertentu serta kesadaran akan
-Adanya toko-toko, tempat makan dan penginapan atau perhotelan di membuang sampah yang masih
sekitar pantai berdampak pada sebaran sampah yang ada di pesisir kurang oleh masyarakat maupun
-Atraksi wisata sekitar pantai berpengaruh terhadap sebaran sampah di  wisatawan
sekitar pantai -Adanya tempat makan dan

pendirian tenda camp
berpengaruh terhadap sebaran
sampah di sekitar pantai

State -Tidak adanya tempat -Kurangnya armada, petugas, dan -Fasilitas pembuangan sampah
penampungan sementara (TPS) jangka waktu pengangkutan yang tersedia sudah mencukupi
sehingga fasilitas pembuangan sampah apabila dibandingkan namun, tidak adanya petugas
hanya mengandalkan tong sampah  dengan jumlah kunjungan  kebersihan yang berjaga di
-Kurangnya petugas kebersihan wisatawan di Pantai barat sekitar pesisir pantai
pantai oleh dinas -Kurangnya armada -Tidak ada armada pengangkut
-Jadwal operasional kebersihan  pengangkutan sampah sampah dari Dinas, sehingga
masih kurang tepat dilakukan -Kurangnya petugas kebersihan hanya menggunakan armada

pantai oleh dinas yang disediakan pemerintah
-dan jadwal operasional desa

kebersihan atau pengangkutan
sampah masih kurang tepat
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-Tidak tersedianya TPA dengan
jarak yang terjangkau dari desa
masawah (Pantai madasari)

Impact -Timbulan sampah di beberapa titik -Terjadi penumpukan sampah di -Sampah yang diakibatkan oleh
Pantai Timur dari hasil jaring tempat penampungansementara pasang surut air laut menumpuk
nelayan -Timbulan sampah yang menjadi  dipesisir  pantai. Sementara
-Sebaran sampah akibat kurangnya makanan dari hewan cagar alam sampah dari wisatawan tidak
kesadaran masyarakat maupun yaitu rusa dan monyet mengakibatkan penumpukan
wisatawan -Sebaran sampah yang terjadi karena fasilitas sampah yang
-Timbulan sampah akibat karena buangan dari gorong- tersedia cukup memadai,
kurangnya  ketersediaan  tong gorong air sehingga wisatawan berinisiatif
sampah -Banyaknya sampah plastik yang untuk membuang sampah ke
-Timbulan terjadi  karena tidak tersebar di wilayah pesisir Pantai tempatnya
adanya  tempat pembuangan  Barat akibat aktivitas masyarakat -Waktu pengangkutan sudah
sampah sementara (TPS) atau dengan wisatawan mencukupi  namun  armada
Kontainer -Timbulan sampah yang tidak pengangkutan sampah vyang
-Timbulan terjadi karena adanya terangkut oleh petugas tersedia sangat terbatas,
aktivitas masyarakat dengan kebersihan sehingga jumlah sampah yang
wisatawan disekitar pesisir pantai dapat diangkut tidak terlalu

banyak

Response -DLHK Kabupaten Pangandaran -DLHK Kabupaten Pangandaran -DLHK tidak memiliki wewenang
bertanggung jawab untuk  bertanggung jawab untuk dalam pengelolaan sampah di
mengelola sampah  dikawasan mengelola sampah dikawasan Pantai madasari, sehingga
Pantai Timur, namun untuk Pantai Pantai barat pengelolaan sampah dikawasan
Timur sendiri tidak disediakan -Terdapat 4 fasilitas kontainer pesisir madasari dikelola oleh
kontainer sampah yang seperti sampah di pesisir Pantai Barat pemerintah desa yang mana
diletakkan dikawasan Pantai Barat. -12 armada mobil dengan sekali diserahkan langsung kepada
Karena Pantai Timur dianggap tidak  pengangkutan sampah 4 mobil Badan Usaha Milik Desa
memiliki kunjungan wisata yang -Terdapat 12 petugas pengangkut (BUMDES).
banyak. sampah di pesisir Pangandaran - Pengelolaan sampah di desa
-Pemerintah Desa tidak memiliki -Beberapa desa di Pangandaran masawah masih menggunakan
kewenangan mengenai  sudah bekerjasama dengan bank sistem angkut-bakar, sehingga
pengelolaan sampah karena hal sampah dalam  pengelolaan pemusnahan sampah dilakukan
tersebut merupakan sampah dengan cara dibakar di TPS yang
tanggungjawab dari DLHK. Dalam -Pemerintah Desa ingin  ada di desa masawah.
hal ini Pemdes hanya melakukan berkolaborasidengan masyarakat -Pemerintah desa pada saat ini
kegiatan program pembersihan dan instansi terkait dalam sedang mencari investor untuk
pantai secara sukarela dan dengan pemanfaatan sampah menjadi melakukan pengolahan sampah
waktu yang tentatif. barang yang berguna di desa masawah. Hal ini sebagai

Upaya untuk menanggulangi
resiko  penumpukan sampah
Yang disebabkan oleh jarak yang
terlampau jauh dari tempat
pembuangan akhir purbahayu
yang disediakan oleh
Pemerintah Kabupaten
Pangandaran.

4. Conclusion kewenangan ini diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa

Meningkatnya jumlah kunjungan wisata serta aktivitas
masyarakat pesisir mempengaruhi sebaran sampah laut di
pesisir Pantai Timur, Pantai Barat dan Pantai Madasari sehingga
menjadi timbulan sampah yang mencemari lingkungan pesisir.
Sebaran sampah di Pantai Timur, Pantai Barat dan Pantai
Madasari di Dominasi Oleh jenis sampah plastik dengan
persentase 45-54% di Pantai Timur, 36-55% di Pantai Barat dan
43-51% di Pantai Madasari. Kurangnya fasilitas pembuangan
sampah dan keterbatasan armada pengangkut sampah di ketiga
lokasi penelitian mengakibatkan penumpukan sampah di
beberapa titik di sekitar Pantai. Pengelolaan sampah di Pantai
Timur dan Pantai Barat Pangandaran oleh Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan yaitu dengan sistem kumpul-angkut-
buang, dilakukannya kerja bakti bersih-bersih pantai bersama
masyarakat pada hari jumat, dan tersedianya beberapa tong
sampah di setiap jarak 10 meter. Pengelolaan sampah di Pantai
Madasari dikelola oleh pemerintah desa yang mana

dengan sistem kumpul-angkut-buang dan dibakar langsung di
tempat pembuangan sementara (TPS). Strategi pengelolaan
sampah dan penguatan kebijakan yang lebih efektif perlu
diterapkan pada pesisir Pantai Timur, Pantai Barat dan Pantai
Madasari terutama dalam menghadapi lonjakan sebaran
sampah vyang diakibatkan oleh meningkatnya kunjungan
wisatawan maupun akibat dari faktor alam.
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